SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara untuk
memperoleh informasi publik diperlukan optimalisasi
pengelolaan informasi publik yang ada di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwahlilan Rakyat
Republik Indonesia tentang Pengelolaan Informasi

Publik;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 30);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;



6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6790);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022
tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur
pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada pimpinan DPR RI.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR

RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesuai dengan perkembangan teknologi
Informasi dan komunikasi secara elektronik dan

nonelektronik.



Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikinm, dan/atau diterima oleh
DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang
berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta
Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disebut DIP
adalah daftar seluruh Informasi Publik yang berada di
bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi
yang dikecualikan.

Daftar Informasi Dikecualikan yang selanjutnya
disebut DIK adalah daftar Informasi yang bersifat
rahasia dan tertutup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan
permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur

dalam peraturan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Sekretariat
Jenderal DPR RI yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan Informasi Publik di DPR RI dan
Sekretariat Jenderal DPR RI.



10.

11.

12.

13.

14.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan

langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

PPID Pelaksana adalah pejabat Sekretariat Jenderal
DPR RI yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
Informasi Publik di tiap-siap unit kerja Sekretariat
Jenderal DPR RI.

Unit kerja adalah unit setingkat eselon II.

Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah
aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi layanan

Informasi.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah:

a. informasi;

b. kelembagaan;

c. manajemen layanan Informasi; dan

d. pemantauan dan evaluasi.



BAB II
INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Informasi di lingkungan DPR RI dan Selaretariat Jenderal
DPR RI terdiri atas:
a. Informasi Publik; dan

b. Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua
Informasi Publik
Pasal 4

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a terdiri atas:

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala;
b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara

serta merta; dan
c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
poin (c) disediakan dalam bentuk dokumen elektronik

atau dokumen fisik.



Bagian Ketiga
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 5

(1) Selain Informasi Publik yang diumumkan dan
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, Sekretariat Jenderal DPR RI membuat DIK.

(2) Unit Kerja dapat mengusulkan DIK di lingkungannya.

(3) Usulan Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah Informasi yang bersifat:
a. ketat dan terbatas; dan
b. rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan,

dan kepentingan umum didasarkan pada uji

konsekuensi.
(4) Usulan Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen; atau

b. Informnasi tertentu dalam suatu dokumen.

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



BAB III
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6
(1) PPID wajib membuat DIP dan DIK setiap tahunnya.

(2) Pembuatan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari daftar tahun sebelumnya

dan/atau ditambahkan dengan Informasi baru.

(3) PPID melakukan pemutakhiran DIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling singkat setiap 6 (enam)

bulan sekali.

(4) Informasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berasal dari:
a. hasil sengketa Informasi Publik; dan/atau

b. usulan PPID Pelaksana.
Pasal 7

(1) PPID melakukan pemutakhiran daftar Informasi
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPID
Pelaksana pemilik Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Dalam melakukan pemutakhiran daftar Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. PPID; dan
b. PPID Pelaksana.



4

)
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Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas

melakukan:

a. pembahasan terhadap usulan Informasi Publik
baru sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (4); dan

b. pembahasan dan klasifikasi usulan Informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) untuk dilakukan uji konsekuensi.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
DIP
Pasal 8

Hasil pembahasan terhadap usulan Informasi Publik
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf a dimuat dalam DIP.
DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat Informasi sebagai berikut:
a. nomor;
b. ringkasan isi Informasi Publik;
c. pejabat atau Unit Kerja yang menguasai Informasi

Publik;
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan

Informasi Publik;
e. waktu dan tempat pembuatan Informasi Publik;
f. bentuk Informasi Publik yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan PPID.



@)

)

(1)

)

(3)
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PPID mengumumkan Informasi Publik yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melalui:
laman situs yang ditentukan oleh PPID;
b. media sosial PPID;
c. portal satu data DPR; dan/atau
d. media lain yang ditentukan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat sesuai dengan standar pengumuman
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan tentang standar layanan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
DIK
Pasal 9

Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai
Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan
pengujian konsekuensi.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh tim pengujian
konsekuensi.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
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Pasal 10

(1) Pengujian Konsekuensi dilakukan terhadap:

a. usulan Informasi yang dikecualikan dari PPID
Pelaksana;

b. permohonan Informasi yang tidak termasuk dalam
DIP dan DIK; atau

c. perintah majelis komisioner lembaga yang
membidangi Informasi pusat pada  saat
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang standar
layanan Informasi Publik.

(3) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimuat dalam lembar pengujian

konsekuensi.

(4) Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

(5) Berdasarkan lembar hasil pengujian konsekuensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID membuat
DIK.

(6) DIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan PPID.
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Pasal 11
Informasi yang dikecualikan dapat dinyatakan terbuka
menjadi Informasi Publik dalam hal:

a. dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme

keberatan oleh Atasan PPID;

b. dinyatakan terbuka berdasarkan putusan sidang
ajudikasi nonlitigasi, putusan pengadilan tata usaha

negara, atau putusan Mahkamah Agung;

c. dinyatakan terbuka karena telah berakhirnya jangka

waktu pengecualian; dan/atau

d. dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang.

BAB IV
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan
Pasal 12
(1) Permohonan Informasi Publik disampaikan kepada
PPID.
(2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media

elektronik dan/atau nonelektronik.



3)

4
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(6)
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Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mencantumkan paling sedikit:

a. nama lengkap Pemohon;

b. nomor induk kependudukan atau nomor dokumen
salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang
berwenang;

alamat;

nomor telepon;

alamat surat elektronik (email);

I SN

surat kuasa khusus dalam hal permohonan
Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi Publik yang diminta;

®

h. tujuan penggunaan Informasi Publik;

i. cara memperoleh Informasi Publik; dan

j- cara mendapatkan salinan Informasi Publik.
Permohonan Informasi Publik dengan menggunakan
media elektronik disampaikan melalui surat elektronik

atau sistem Informasi PPID.

Permohonan Informasi Publik dengan menggunakan

media nonelektronik disampaikan melalui:

a. surat; atau

b. formulir permohonan Informasi Publik di ruang
layanan Informasi Publik.

Format formulir Permohonan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (S) tercantum dalam

Lampiran Format 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



(1)

(2)

(1)
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Bagian Kedua

Pencatatan dan Verifikasi Permohonan

Paragraf 1

Pencatatan Permohonan Informasi Publik
Pasal 13

PPID mencatat permohonan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada:

a. buku register permohonan Informasi Publik; dan/
atau

b. sistem Informasi PPID.

Format buku register sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 4 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Paragraf 2
Venfikasi Permohonan Informasi Publik

Pasal 14
PPID melakukan verifikasi permohonan Informasi
Publik paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan
Informasi Publik telah dicatat dalam buku register.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas kelengkapan permohonan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa:
a. permohonan dinyatakan lengkap; atau

b. permohonan dinyatakan tidak lengkap.
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Pasal 15

(1) Dalam hal permohonan Informasi Publik dinyatakan

lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(3) huruf a, PPID menyampaikan pemberitahuan

tertulis kepada Pemohon Informasi.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi:

a.

Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaan PPID atau tidak;

keterangan badan publik yang menguasai Informasi
yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di
bawah penguasaan PPID;

menerima atau menolak permohonan Informasi
Publik yang disertai dengan alasan;

bentuk Informasi Publik yang tersedia;

waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan
Informasi Publik yang diminta;

penjelasan atas penghitaman /pengaburan
Informasi yang diminta bila ada;

permohonan Informasi Publik diberikan sebagian
atau seluruhnya; dan

penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum
didokumentasikan.

(3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Pemohon Informasi paling

lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan

dinyatakan lengkap.



(4)
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Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format S yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan Informasi Publik dinyatakan

tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf b, PPID memberitahukan kepada
Pemohon Informasi melalui media elektronik, surat

dan/atau media komunikasi lain.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

disampaikan kepada Pemohon Informasi paling lambat
3 (tiga) Hari.

Pasal 17
Pemohon Informasi dapat menyerahkan perbaikan
permohonan Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan
permohonan tidak lengkap diterima Pemohon

Informasi.

Dalam hal Pemohon Informasi tidak menyerahkan
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
membenkan catatan pada buku register tanpa harus
menindaklanjuti permohonan Informasi Publik yang
diajukan.

Pemohon Informasi yang tidak menyerahkan perbaikan
permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dapat mengajukan kembali permohonan
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Sekretaris Jenderal ini.
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Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Permohonan

Pasal 18

Permohonan Informasi Publik dapat ditindaklanjuti dalam

bentuk:

a.
b.

(1)

(2)

3)

(4)

permohonan ditolak; atau
permohonan diterima.

Pasal 19
Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
dengan mencantumkan alasan penolakan.
Dalam hal penolakan permohonan Informasi Publik
berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID
wajib menyampaikan:
a. pemberitahuan secara tertulis; dan/atau
b. surat keputusan penolakan permintaan.
Pemberitahuan tertulis dan/atau keputusan
penolakan permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari
sejak permohonan Informasi Publik diterima.
Format penolakan permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran
Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



(1)

(2)

3)
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Pasal 20
Dalam hal permohonan Informasi Publik diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, PPID
memberikan akses bagi Pemohon Informasi untuk
melihat dan mengetahui Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai.
Dalam hal Pemohon Informasi meminta salinan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID memberikan salinan Informasi Publik yang
dibutuhkan dalam bentuk:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
Pemohon Informasi yang meminta salinan Informasi
Publik wajib mengisi formulir permintaan salinan.
Pasal 21
Dalam hal PPID tidak dapat memenuhi permohonan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PPID
memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai
dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi.
Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan dalam hal PPID belum:
a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi
Publik yang diminta; dan/atau
b. dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak jangka
waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat

diperpanjang lagi.
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Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan

Paragraf 1
Umum
Pasal 22

(1) Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan permohonan berdasarkan alasan
Pengecualian Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;
tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dikabulkannya permohonan Informasi Publik;
dan/atau

f. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu
yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal
ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang
cakap di hadapan hukum.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa
khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 23

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik
dan/atau nonelektronik.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada PPID; atau
b. tertulis yang dilarimkan melalui surat elektronik

(email).

Paragraf 2
Pengajuan Keberatan Secara Langsung
Pasal 24

(1) Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan
datang langsung kepada PPID sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi
harus mengisi formulir keberatan.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi memiliki kebutuhan
khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan
Informasi dalam pengisian formulir keberatan.

(3) PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan
setelah Pemohon Informasi mengisi formulir keberatan.

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang
telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti
pengajuan keberatan.

(S) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
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c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
identitas lengkap Pemohon Informasi yang
mengajukan keberatan atau kuasanya;

e. alasan pengajuan keberatan;
waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang
diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g nama dan tanda tangan Pemohon Informasi yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan
Informasi yang menerima pengajuan keberatan.

(6) PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan
keberatan kepada Pemohon Informasi atau pihak lain
yang kuasakan.

(7) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Format 7 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal ini.

Paragraf 3
Pengajuan Keberatan Melalui Surat Elektronik
Pasal 25

(1) Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik
(email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf b, Pemohon Informasi harus mencantumkan
paling sedikit:
a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan atau kuasanya;
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alasan pengajuan keberatan; dan

e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan atau pihak lain yang

dikuasakan.

(2) Setelah menerima keberatan, PPID yang menerima

pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian

tanggapan atas keberatan serta membubuhkan nama

dan tanda tangan pada formulir keberatan.

(3) Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), PPID wajib memberikan nomor

pendaftaran keberatan kepada Pemohon Informasi

dengan mengirimnya melalui surat elektronik (email)

Pemohon Informasi.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Pengajuan Keberatan
Pasal 26

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam

register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.

C.

nomor registrasi pengajuan keberatan;

tanggal diterimanya keberatan;

identitas lengkap Pemohon Informasi yang
mengajukan keberatan dan/atau pihak lain yang
dikuasakan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
Informasi Publik yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;
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alasan pengajuan keberatan;
alasan penolakan/pemberian; dan
Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas

keberatan.

(3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format 8 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 27

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan yang

disampaikan secara tertulis kepada Pemohon Informasi

yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang

dikuasakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak

dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam

register keberatan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a.

tanggal pembuatan surat tanggapan atas
keberatan;

nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan

keberatan.

(3) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik,

wajib menyertakan surat keputusan pengecualian

Informasi.

(4) PPID Pelaksana wajib menyimpan salinan formulir

keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan

keberatan.
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BABV
ORGANISASI PPID
Pasal 28

Pengelolaan Informasi Publik diselenggarakan oleh:
a. Atasan PPID;
. PPID;

b
c. PPID Pelaksana; dan/atau
d

. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 29

(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf a adalah Sekretaris Jenderal.

(2) Atasan PPID mempunyai tugas antara lain:

a.
b.

menetapkan PPID;

menetapkan pemutakhiran DIP secara berkala dan
menetapkan DIK;

mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID
yang akan dikinm kepada Pemohon Informasi;
menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID
untuk dikinm kepada Pemohon Informasi;
memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa
yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada
Atasan PPID;

mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI dalam proses
penyelesaian sengketa di lembaga yang membidangi
Informasi pusat dan pengadilan atau mewakili
kepada PPID.
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Pasal 30

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b
dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi kehumasan.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas antara lain:

a.
b.

C.

mengoordinasikan pengelolaan Informasi Publik;
mengoordinasikan penyimpanan,;
mengoordinasikan pemberian Informasi yang dapat
diakses oleh publik;

mengoordinasikan kegiatan wuji konsekuensi
Informasi Publik;

merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas
atas Informasi yang dikecualikan, dalam hal
permohonan Informasi ditolak, atau pengaburan
Informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi
kepada Pemohon Informasi;

mengembangkan kapasitas petugas pelayanan
Informasi dalam rangka peningkatan kualitas
layanan Informasi;

mengoordinasikan dan memastikan agar
pengajuan keberatan diproses berdasarkan
prosedur yang berlaku;

berkoordinasi dengan wali data dalam penyediaan
Informasi Publik melalui portal satu data DPR;
menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam
pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya setiap semester.
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(3) PPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Layanan

Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 31

(1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 huruf d dijabat oleh pejabat di masing-masing Unit

Kerja.

(2) PPID Pelaksana mempunyai tugas:

a.
b.

mengusulkan DIP dan DIK;

membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,

tugas, dan kewenangannya;

melaksanakan kebijakan telanis layanan Informasi

Publik yang telah ditetapkan PPID;

mengonsolidasikan proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan

Informasi Publik;

mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari

Petugas Pelayanan Informasi;

membantu PPID melakukan verifikasi dokumen

Informasi Publik;

membantu membuat, mengelola, memelihara, dan

memutakhirkan DIP; dan

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan

Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
Pasal 32

(1) Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat

berasal dari:



(2)

(1)

)

(1)

(2)

28

a. pranata hubungan masyarakat pada Unit Kerja
yang membidangi hubungan masyarakat; atau

b. jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi
terkait Informasi Publik.

Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

a. menerima permohonan Informasi Publik;

b. melakukan verifikasi Pemohon Informasi;

c. melaksanakan tugas analisis atas permohonan
Informasi Publik;

d. melaksanakan penelusuran Informasi Publik untuk
pemenuhan permohonan Informasi; dan

e. menyiapkan konsep jawaban PPID kepada

Pemohon Informasi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33
Atasan PPID melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menugaskan PPID untuk mengoordinasikan
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 34
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 dilakukan untuk paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID

dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi.
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Pasal 35
(1) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) bersifat sementara (ad hoc).
(2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal.
Pasal 36
Hasil Pemantauan dan Evaluasi disampaikan oleh PPID

kepada Atasan PPID.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUELIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryvastuti, 5.H., M.51.
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FORMAT 3 format formulir Permohonan Informasi Publik

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: /KIP/VIlI/2019
Nama
Alamat
Pekerjaan
Nomor Telepon / Email
Rincian Informasl yang dibutuhkan

Tujuan Penggunaan Informasi

Format B8ahan Iinformasi ** : 1. [ Softcopy ***
2. [ Hardcopy ***

Cara Memperoleh 1. [0 Melihat/membaca/mendengar
2. (0 Mendapatkan link Akses
3. O Mendapatkan salinan

Cara Mendapatkan Salinan Informasi ** : 1. [J Portal ppid.dpr.go.id

2. [JE-mail/Downioad
3. [ Mengambil Langsung
4. [ Kurir
Jakarta, ....... 20
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(TTD) (17D)
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

e Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasl permohonan Informasi puiik
**  plllhsalah satu dengan memberi tanda {V)

**%  Coret yang tidak perlu




Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik

Pemohon Informasiberhak untuk meminta seluruh Informasi yang berada di DPR RI kecuali (a) informasi yang
apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum;
Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antara DPR RI dan mitra kerja yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
undang. (b) DPR Rl jugadapattidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE
PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan
informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh DPR RI.
DPR RI dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang
diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk
informasi yang dikecualikan atau tidak.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohoninformasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID waijib
memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) harl kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) harl kerja sejak
diterimanyakeputusanatasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



vABIq UBYBUSYIP Yepl) usueAe| BARIq :
"Yiqnd Isewsoju uoyjowad epeday iseunojul uerraquiad [e33uey wepuey 'q
"ueyejouad ue3usp Bwes Ul SI[NI2) venyeiliaquad exew ‘Ye[oyp
yiqnd 1seuuojul veuoyoursad jeyurejep ‘ure| eyey uedua(] "yejolp ueuoyowad ejiqede isewriojul ueyejouad myem
usppueuow e3nf synus) uenyejusquad npjey ‘TUl UBINBII] UBp NIjqndISEULOju] ueeynqio)ay Suejusl gooz/vl
‘'ON Juepun)-3uepu() 7 [eseqd wejep pnsyeunp suswiedeqos siynyis) uenyejoquiad ueiedwelusd [e33ue) uep ey e
Bueyuoy 1s1Q :
‘(1dd uesele yajo ueyejouad ueseje Juejuay Isup :
'sin}49) uenyejuaquiad wepep uesnynday I1st uBSuap 1eNSIs ISNp :
*()) epue) upLIaquow usBusp ISIp
j\) epue) Ueylaquiaw weBuop Isip :
*S1N}I2) Uenye)lequiadiinuiiog Ip ueist ue3usap 1ensas
‘nye1ax1p eqiq resenJuow Jued ure| yiqngd uepegq uesin) ‘veesenduad yemeq Ip Yepy elig ‘(A) Bpue) ueYLOqUW usBuSp ISIIP
‘Isewdojur ugeund3uad wep usuoyowsad ueseje/uening Sugus) Isup :
*BJUIWIp JueA Isewlojul [1R}op SuBiua) ISNp :

urieARqUId] BIR)) 7 BARIG

[®33ue ] uep usy

ueE[0udJ UESE[Y

uwesnindayy

uBUOYOULId SIUAp

yesen)i(q 3ue X IseWI0 U] XNIUIYG

1SBULI0)U] SNYE}S
w0 juf ueeun33uad uenin g
wjunmy( 3ue X 1sewaoyu]

"Iqn{ Isewsoju] uoyowad uesl1oxed Sueuay isup : ueef1aqa4

ANQng ISewWIoju] uoyowa [rewd/sanjas uodaja) /yruisye)/uodafa) souwou) yeuoy Jowou Juejusy Isnp : N¥Iu0y JOWoN

vuuip Jue£ yijqnd 1sewdojul uswiiBuad uejyepnNIISW ynjun Isewroju] uoyowad sejsf uep dex3usj jewere Suwus) Isnp : sy
‘uoyjowad Bureu Jueyus} IsHp : vugN

"BWIl)Ip usuoyowind [e33ue) Juwuo) Isup : 1e33ueg

Yiqnd Isewoju] ueuvoyowsad ueseyepuad Jowou Jueyus) ISHp : JowmoN

NVONVYILIN

_ 1 | [

13 s

IseuLIojuy

efelg usquiag

HITHNd ISVAHOANI NVVINTNY I YT LSTIOTA

1935189y nyng jeurtod $ LVINIOA



FORMAT 5 Format Pemberitahuan Tertulis Pernohonan Informasi Publik

SEKRETARIAT JENDERAL
D g 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

"*az&gg.u?ﬁ‘ Jalan Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan nomor pendaftaran*
..., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama —— T RN O P W s

Alamat ?

No. Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. InformasiDapat Diberikan

No. | Hal-hal terkait InformasiPublik | Keterangan

1. Penguasaan InformasiPublik** O Penguasaan PPID Setjen DPR RI
00 Badan Publik lain, yaitu ...

2. Bentuk fisik yang tersedia** O Softcopy (rermasuk rekaman).
[0 Hardcopyysatinamrtertulis—

Waktu penyediaan informasi | ..... hari

3.
4. Tautan akses/unduh informasi | ..ccocceeeninnnnenn
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi belum dapatdiberikan karena:**
00 Permohonan kurang jelas
Contoh: Risalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
O Informasi yangdiminta masih dalam penelusuran
Penelusuran informasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja

C. Infoermasitidakdapat diberikan karena:**
O Informasi yangdiminta tidak dikuasai

...................... (tempat),(tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi(PPID)
Keterangan:
( ) Nama & Tanda Tangan
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
** Pilih salah satu dengan memberi tanda [\/ ).

hid Jile ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasanpenghitamannya.




Format 6 Penolakan Permintaan Informasi

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
No.Pendaftaram: * ....................

Nama e el e St e Lo e e
Alamat B s S b e e R 5 o T S BN S

Nomor Telp/email e e s e eI e s € e e e e e e e e ie
Rincian Informasi yang di butuhkan  ..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiriiieaiirsrir e eneresarenenaaen

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMAS| YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

Pasal 17 Huruf ...... UU Keterbukaan Informasi Publik **

Pasal ... Undang-Undang............ ¥

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut:

......................................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa:
PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
menerima Surat Keputusan ini.

.............. (Tempat), .....tanggal, bulan, dan tahun ) ***¥]
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
(oo e eeeee e reen )
Nama &Tandatangan
Keterangan:
e Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

i Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a — i UU KIP.



*#*  Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal
pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon
tersebut (sebutkanpasal dan undang -undangnya).

**#* Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuantertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



Format 7 Formulir Pengajuan Keberatan

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN

INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permintaan
Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identites Pemohon
Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telpon

Identitas Kuasa Pemohon **
Nama

Alamat

Nomor Telpon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

Permohonan Informasi di tolak.

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak disanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintean informasi tidak dipenuhi

Biaya yangdikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

- AN o w

-]

S|

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila periu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan],
[tahun/[diisi oieh petugas[***



Demikian keberatan ini saya sampailean, asas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

........................ (tempat), .....ccooeevesnmensennnnne. [tanggal], [bulan], [tahun] *****
Mengetahui, ******
Petugas Informast Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
 (S—— ) ( )
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
KETERANGAN
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
b Identitas kuasa pemohon diisi jilea ada kuasa pemohonnya dan melampirlan Surat Kuasa.
»*  SesuaidenganPasal 35 UUKIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
diajulean

***  Diisi sesuai dengan ketentuan jangle waktu dalam UU KIP
**»++ Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan

lengleap sesuaidengan buku register pengajuan keberatan.
**+++* Dalam hal keberatan diajulean secara langsung, male formulir keberatan juga ditandatangani oleh

petugas yang menerima pengajuan keberatan.
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